F = oEMERINTAH PROVINS| PAPUA BARAT DAYA
' SEKRETARIAT DAERAH

Ji, Mermati, Remu, Sororg, Komplaks Parkantoran Gubermur Papua Barat Da

Sorong, 30 Septeamber 2026

Nomor - mg.g,-u;wyum-um’inm,

Sifat . Panting

Lampiran - 1 (satu) Lampiran

Hal Undangan Perlemuan  Lokakarya Penguatan Perencanaan,

- Penganggaran, dan Pembiayaan Program AIDS, Tuberkulosis,
" dan Malaria (ATM) melalul Monitoring dan Evaluasi serla Implemenlasi
Social Contracting Tingkat Kabupaten/Kota

Yth. Daftar Undangan Terlampir
Dl-
Tempat

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pertemuan Lokakarya Penguatan

Perencanaan, Penganggaran, dan Pembiayaan Program AIDS, Tuberkulosis, dan Malana
(ATM) melalui Monitoring dan Evaluasi serta |mplementasi Social Contracting Tingkat

Kabupaten/Kota, bersama ini kami mengundang Bapak/lbu untuk menghadin kegiatan
dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 8 Oktober 2026
Waktu - 08.00 - selesai
Tempat ' Royal Mamberamo Hotel, Kota Sorong

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasin.




Lampiran Undangin Sckretaris Dasroh Provinsi Papus Barat Daya

Nomor S 0009100 283 [UND-PBIY 2026

Hal : Pertemuan Lokakarya Penguntan Perencansan, Pengangguran, dan Pembiyyaan
Program ATM melaln Monitoring dan Evaluas] sera Implementasi Social Contracting
Tinghkat Kabupaten/Kola

1. Pesertn Proviosi PBD: (2 orang)

No Instansi “Jabatan Smivi
Peserta
| | Dinas Kesehatan Provins: PBD | Kepala Bidang P2P | I
2 | 'BeppeindaProving D | Bapada Bidung Heawosius -
L Peserta Kota Sorong: (11 erang)
Jumlah
No Instansi Jubatan Pesertn
I | Dinas Keschatan Kota Sorong | Kepala Dinas Kesehatan ! |
. Kepala Bidong P21 | |
'. 2 | Bappeda Kota Sorong _Bidang Sosbud dun SDM I
3 | Kepalo Unit Kerja Pengadaon Kepald (UKPBJ) I
Bavany/ Jasa
4 | Badon Keuangan dan Asct Ketua TAPD Kota Sorong |
L | Daerah —
| 5 | Inspektorat Inspekiur Kota Sorong | I
6 | Dinas Sosial Kota Sorong Kepala Dinas Sosial i |
7 | Dinas Pemberdayaan Kepala Dinas [ Kabid Pemberdayaan |
Muosyarakat Kota Sorong Masyarakat
% | Dinas PERUMAHAN Kepala Dinas | I
% | Dinas Ketenagakerjaan & Kepala Disnakertrans |
. Transmigrasi
[ to" '_ﬁiuﬁ_l"zﬁfﬁefﬂaymn l"“'erempu.un Epndnbﬁmaﬁ_&hé yang mmnﬁiﬂlang_lm i i
| don Perlindungan Anak {DPIA)
3 Pesertn Kabupaten Sorong: (11 orang)
| Jumilnh
No Instansi Jubatan I =N
| | Dinas Kesehatnn Kab Sorong | Kepala Dinas Keschatan | |
Kepala Bidang P21 | L
2 | Bapperimda Kab, Sorong Bitlang Soshud dan SDM | |
3 | Kepala Unit Kega Pengadamn Kepala (UKPBJ) l |
Barang'lasa !
- g:du.nhﬂruungnu dan Aset Ketna TAPD Kabupaten Sorong | |
213
5 | Inspektorat Inspekur Kkabupaten Sorong | |
6 | Ddinas Sosial Kab, Sorong Kepala Dinas Sosial | |
7 | Brinas PMEK Kab. Sorong Kepala Dinas | Kahid Pemberdayaan |
Masyarakat
8 | Dinas PERUMAHAN Kepala Dinas | I
9 | Dinas Ketenagakerjaan & Kepala Disnakerrans |
Transmigrast
10 | Dimas Pemiberdayann Perempuan | Kepada Dinas / Kabid yang membidangm | |
dan Perlindimgan Anak (DP3A)




4. Peserte Kabupaten Roja Ampat : (11 orang)

; - Jumlah
No Instansi Jabatan Peserta
I | Dinas Keschatan Kobupaten Kepala Dinas Keschatan |
| Raja Ampat kepala Bidang P2P |
| 2 | Bappeda Kab_ Rajs Ampat Bidang Sosbud dan SDM |
|3 | Kepala Unit Kerja Pengadaan Kepals (UKPBJ) I
| Barang/Jusa |
4 Eﬂﬁiﬂmgﬂn dan Aset Ketna TAPD Kabupaten Raja Ampit . |
eI
5 ‘Eiripgltnmllp I-l‘nsl:;JE-l'ur !"E.E:IIHPME:I‘IRF;I]EL .-“-'I.mp:a‘t il |
6 | Dinas Sosal Kab, Raja Ampat | Kepala Dinos Sosial | I
7 | Dinas PMK Kab. Rajs Ampat | Kepala Dinas / Kabid Pemberdayaan I |
Masyarakat
|8 | Dinas PERUMAHAN hepalaDas Z i
9 | Dinas Ketenagakerjoan & Kepala Dhsnakenrans l I

Transmigrasi
10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan | Kepada Dinas / Kabid yang membidangm | [
dan Perlindungan Anak {DP3A)

Catatan: Dimohon agas peserta yang akan hadir untuk memenuhi kebutoban sbb:
1. Membawa Surat Perintah Tugas {SPT) tandn tangan ashi sebanyak | (satu) lembar.

fricdak mencrima SPT sustelan)

Jd

Peserta luur Kota wajib menyerahkan tiket kapal, jika menggunakan transpon darat wajib
menyertakan fotocopy SIM dan STNK sopir (yang masth berfaku) Kwitansi resom dan Foto
maobil, pada saat registrasi.

3 Adapun pembiayaan perjalanan dinas dan akomodusi didukung oleh GF ATME melalui Asosias)
Dinas Keschatan Seluroh Indonesin (ADINKES) Provinsi Papua Barat Dava dan okan dibayarkan

vig 1ranster,



TERM OF REFERENCE (TOR)

Pertemuan Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Pembiayaan
Program ATM melalui Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi Social
Contracting Tingkat Kabupaten/Kota
(BL3238)

I. PENDAHULUAN
A. DASAR PEMIKIRAN

Indanesia merupakan saiah salu negara penerima dukungan hibah darl Global
Fund sejak tahun 2003 dalam upaya pencegahan dan pengendallan AIDS,
Tuberkulos:s, dan Malana (ATM}. Dukungan Inl berkontribus! signifikan terhadap
perluasan akses layanan serta penguatan sistem kesehatan melalui pendekatan
Resilient and Sustainable Systems for Health (RS5H).

Dalam perlode pendanaan 2024-2026, Global Fund menekankan pentingnya
penguatan sistem kesehatan yang terintegrasl, lermasuk dalam aspek perencanaan,
penganggaran, serla monitoring dan evaluas! (Monev). Sejalan dengan Itu, Pemerintah
indonesia telah menetapkan Petunjuk Teknis Integrasi (FTI) ATM sebagal acuan bagl
pemernlah daerah dalam mengintegrasikan program ATM ke dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah.

Mamun demikian, hasl monitoring dan evaluasi menunjukkan kKeterbatasan
dalam kelersediaan dan akses data realisasi belanja program ATM di daerah, sehingga
belum dapal memberikan gambaran utuh mengenai kesesualan antara perencanaan
dan realisasl. Di sigi lain, jangkauan layanan pemerintah daerah dalam menjangkau
populasi kunel dan kelompok rentan juga masih lerbatas. Padahal, organisasi
masyarakal sipil (OMS) dan komunitas memillki peran strategis dalam menjangkau
kelompok tersebut, namun pelibatannya dalam sistem pembiayaan daerah belum
optimal. Oleh kKarena itu, diperlukan pendekatan pembiayaan altemalll yang
berkelanjutan melalul mekanisme Social Contracting (SC), yaltu kemitraan antara
pemerintah daerah dan OMS dalam pelaksanaan program berbasis komunitas yang
didukung oleh pembiayaan daerah melalul mekanisme swakelala Tipe Il| dan V.

Berdasarkan hasil pemelaan program RS5SH ADINKES, lerdapat sejumlah
kabupaten/kola yang berpotensi mengimplementasikan Social Contracting, namun
belum didukung advokasi yang memadal Penentuan lokus dilakukan dengan
memperfimbangkan kapasitas fiskal daerah (APBD), alokasi anggaran program AIDS,
Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) pada perangkat daerah, serla peluang kemitraan
dengan organisasi masyarakat sipll (OMS) atau komunitas.

Selain i, permifihan lokus juga memperlimbangkan hasil monitoring dan
evaluasi, khususnya pada daerah yang masih memiliki keterbatasan akses dala
realisasi anggaran, sehingga belum dapat menggambarkan kesesuaian antara
perencanaan dan realisast. Di sisi lain, jangkauan layanan program dalam menjangkau
populasi kunci dan kelompok rentan masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan
kebutuhan sekaligus peluang untuk mengembangkan mekanisme Social Contracting
sebagal strategl pembiayaan yang lebih efekiif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat
daerah.

Dleh karena itu, diperlukan forum terintegrasi untuk monitoring dan evaluasi



belanja program ATM serta mendorong implementas| Social Confracting. Kegiatan ini
dikemas dalam lokakarya yang menghubungkan hasil Monev dengan kebijakan dan
tindak lanjut program di daerah.

B. TUJUAN
1. Tujuan Umum

Meningkainya jumlah Organisasi Perangkal Daerah (OPD) di tingkal
kabupaten/kota. yang terdiri dari Dinas Kesehatan dan/atau Dinas/Badan Daerah
lainnya, dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
unluk mencapal largel Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis. dan
Malaria (PP ATM), dengan melibalkan Organisasi Masyarakat Sipll {OMS} dan
Kelompok Masyarakal (Pokmas) melalul pola Swakelola Tipe 3 dan 4 (Social
Cantracting ).

2. Tujuan Khusus:

a. Meningkalkan pemahaman Organisasi Perangkal Daerah (OPD) di tingkat
kabupalenkola terkail pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APED) melalui empat lipe Swakelola.

b. Mendorong OFD di tingkal kabupaten/kota uniuk melaksanakan APBD melalui
Swakelola Tipe 3 danfatau Tipe 4, dengan pilihan alternatif sebagal berikut:

1) Melaksanakan Swakelola Tipe 3 danfatau Tipe 4 menggunakan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sedang berjalan,

2) Melaksanakan Swakelola Tipe 3 danf/atau Tipe 4 melalui DPA pada APBD
Perubahan; dan/atau

3) Menyiapkan seluruh dokumen yang diperiukan untuk pelaksanaan Swakelola Tipe
3 dan/atau Tipe 4 pada APBD Tahun 2027.

c. Mendorong setiap OPD untuk dapat mengimplementasikan minimal satu atau lebih

altemalif pelaksanaan sesual dengan kesiapan dan kondisi daerah.

C. OUTPUT

1. Meningkatnya jumiah OFD di tingkat kabupaten/kota yang memahami pelaksanaan
APBD melalul empat tipe Swakelola.

2. Tersusunnya rencana pelaksanaan Swakelola Tipe 3 dan/atau Tipe 4 oleh OPD
sesual dengan alternatif yang dipilih.

3. Tersusunnya dokumen pendukung pelaksanaan Swakelola Tipe 3 dan/atau Tipe 4,
baik untuk DPA berjalan, APBD Perubahan, maupun persiapan APBD Tahun 2027,

4. Terlaksananya implemenlasi Swakelola Tipe 3 dan/atau Tipe 4 oleh OPD pada
rminimal satu altermatil pelaksanaan.

5. Meningkatnya kelerlibatan Organisasi Masyarakal Sipll (OMS) dan Kelompok
Masyarakal (Pokmas) dalam pelaksanaan program PP ATM melalul skema Social

Contracting.

D. STRATEGI
1. Penguatan kapasilas OPD melalui sosialisas] dan bimbingan teknis lerkail
kebijakan serta mekanisme pelaksanaan AFPBD dengan empat tipe Swakelola.



2  Pendampingan teknis kepada OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan
Swakelola Tipe 3 danfalau Tipe 4, termasuk identifikasl kegiatan yang dapat
dikerjasamakan dengan OMS dan Pokmas.

3. Fasllitasi penyusunan dokumen pereancanaan dan penganggaran, seperll DPA,
kerangka acuan kerja, dan dokumen pendukung lannya untuk implementas)
Swakelola.

4. Penguatan kolaborasi lintas sekior, dengan melibatkan OPD terkait, OMS, dan
Pokmas dalam perencanaan dan pelaksanaan program PP ATM.

5. Advokasi kebljakan dan penganggaran daerah, wniuk mendorong dukungan
reqgulasi dan alokasl APBD yang berpihak pada pelaksanaan Swakelola Tipe 3 dan
4.

6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan, guna memastikan implementasi beralan
sesuai rencana serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan,

7. Replikasi dan diseminasi praktik baik, untuk mendeorong adopsi Secial Contracting
di lebih banyak kabupaten/kota.

. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (salu) hari di Kola Secrong. Direncanakan
dilaksanakan pada :
Harll Tangaal : Kamis, 08 Oktober 2026 (jadwal tentative terlampir)

Waktu . Pukul 08.00- selesal
Tempat - Royal Mamberamo Hotel
M. PESERTA

Peremuan Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Pembiayaan Program ATM melalul Monitering dan Evaluasi sena Implementasi Social

Contracting Tingkat Kabupaten/Kota, yaitu:

Total Peserta pada Pertemuan ! 46 Orang
Adinkes Pusat : 1 Orang
Ma INSTANSI Jumlah Orang

1 Adinkes Pusal 1

Tim RS3H Provinsl | 3 Orang

No INSTANSI Jurnlah Orang
Program Coordinator 1
2 | AFA 1
3 Program Coordinator Akselerator 1
Peserta Provinsi : 2 Orang
No Instansi Jabatan Jumlah Orang
1 Dinas Kesehatan Provinsi Kepala Bidang P2P 1

2 | Bapperinda Provinsi Kabid. Ekososbud 1




Peserta Kota Sorong : 11 Orang

No Instansi Jabatan Jumlah Orang

1 Kepala Dinas Kesehatan 1 Orang
Dinas Kesehatan .

2 Kepala Bidang P2P 1 Orang
Bappeda Kota Sorong Kepala Bidang PPM 1 Orang
Kepala Unit Kerja

4 Kepala (UKFPBJ) 1 Orang
Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pemberdayaan

Kepada Dinas ! Kabid
5 | Perempuan dan _ 1 Orang
: yang membidangl
Perlindungan Anak (DP3A)
Tim Anggaran
Badan Keuangan dan Asel \
& Pemerintah Daerah 1 Orang
Daerah
(TAPD)
7 | Dinas Sosial Kepala Dinas Sosial 1.Orang
Kepala Dinas / Kabid
Dinas Pemberdayaan
B Pemberdayaan 1 orang
Masyarakat Kola Sorong
Masyarakal
Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan 1 orang
8 | Dinas PUPR
Ralkyat
10 | Inspeklorat Kepala Inspeklaral 1 orang
y : Kepala Dinas

11 | Dinas Ketenagakerjaan _

Ketenagakerjaan 1 orang

Peserta Kabupaten Sorong : 11 Orang

No Instansi Jabatan Jumlah Orang
1 Kepala Dinas Kesehatan 1 Orang
Dinas Kesehatan
2 Kepala Bidang P2P 1 Orang
Bapperinda Kab. Sorong Kepala Bidang PPM 1 Orang
Kepala Unit Kerja
4 Kepala (UKFHEJ) 1 Orang
Fengadaan Barang/Jasa
Dinas Pemberdayaan ;
Kepada Dinas / Kabid
5 | Perempuan dan _ 1 Orang
yang membicangl
Perlindungan Anak (DP3A)
Tim Anggaran
Badan Keuangan dan Aset
B Pemerintah Daerah 1 Orang
Daerah
(TAPD)
7 | Dinas Sosial Kepala Dinas Sosial 1 Orang
Dinas Pemberdayaan Kepala Dinas / Kabid
8 | Masyarakal Kampung Pemberdayaan 1 orang
(DPMK) Masyarakal Kampung
Kepala Dinas Pekerjaan
mum dan Perumahan 1 orang
9 | Dinas PUPR
Rakyal




10 | Inspekiorat Kepala Inspektorat 1 orang
- y Kepala Dinas
11 | Dinas Kelenagaketjaan )
Ketenagakerjaan 1 arang

Peserta Kabupaten Raja Ampat : 11 Orang

Instansi

Jumiah Orang

1 Kepala Dinas Kesehatan 1 Crang
Dinas Kesehalan
2 Kepala Bidang P2P 1 Orang
Bappeda Kab. Raja Ampal Kepala Bidang PPM 1 Orang
Kepala Unil Kerja
4 Kepala (UKPBJ) 1 Orang
Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pemberdayaan
Kepada Dinas / Kabid
5 | Perempuan dan ; : 1 Orang
yang membidangl
Perindungan Anak (DP3A)
Tim Anggaran
Badan Keuangan dan Asel
i Femerintah Daerah 1 Orang
Daerah
(TAPD)
7| Dinas Sosial Kepala Dinas Sosial 1 Orang
Dinas Pemberdayaan Kepala Dinas |/ Kabid
B | Masyarakal Kampung Pemberdayaan 1 orang
(DPMK] Masyarakal Kampung
Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
8 | Dinas PUPR 1 orang
Rakyat
10 | Inspekiorat Kepala Inspektorat 1 orang
Kepala Dinas
11 | Dinas Kelanagakerjaan )
Ketenagakerjaan 1 orang

Panitia Lokal : 2 orang

No Posisi Jumlah Orang
1 Panitia Lokal 2
Narasumber : 5 orang

1 Kepala Bappeds Provinsl 1

2 Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) BAKD 1
Provinsi

3 Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 1
Provinsi

4 Kepala Inspekloral Provinsi 1

5 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya 1

IV. METODE

Metode Pertemuan Lokakarya Pengualan Perencanaan,

Penganggaran,

dan




Pembiayaan Program ATM melalul Monitoring dan Evaluasl serta Implementasi Soclal
Contracting Tingkat Kabupaten/Kola adalah:

FPalicy Dialogue

Penyampaian Mater

Diskusl Interaktif

Diskus| Kelompok (Identifikasl Peluang Soclal Contracting)

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

R = T

Kesepakatan Bersama

V. SUMBER DANA

Pelaksanaan Peremuan Lokakarya Pengualan Perencanaan, Penganggaran, dan
Fembiayaan Program ATM melalul Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi
Social Contracting Tingkat Kabupaten/Kota bersumber dar| Global Fund (BL 3238)
RSSH tahun 2026.

Program Coordinator
Provinsi Papua Barat Daya

——




LAMPIRAN

Rundown Perlemuan Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Pemblayaan Program ATM melalul Monltoring dan Evaluasi serta Implementasi Soclal
Contracting Tingkat Kabupaten /Kota.

WaAKTU (WIB) MATERUDISKRIPSI MARASUMBER/PIC
08.00 - 09.00 B Kedatangan dan Registrasi Peserta | Tim RSS8H Provinsi
00.00 - 08.30 Kepala Bapparinda

a0 Pambikean Provinsi Papua Barat Daya
Faparan RSEH tentang Profil
09.30 - 10.15 a5 Falaksanaan Swakelola Tipa 3 dan Tim RS5H Pusal
Tipe 4 serta varigsinya yang telah
dilaksanakan pada Ka/Ko tertentu
Optimalisasi Pembiayaan Daerah Ketua TAPD Provinsi
A5 untuk Soclal Contracting metali Papua Barat Daya
10.45 - 11.00 APBD Tahun Berjalan, APBD
Parubahan, dan APED Tahun 2027
11.00 =12.00 Pangusian Integrasi Perencanaan, ¥epala Bapperinda
Panganggaran dan Pembiayaan Provinsi Papua Barat Daya
B ATM Melalui Manitoring dan
Evaluasi sarla Implamantasi Social
Contracting di Papua Barat Daya
12.00 - 13.00 B0 ISHOMA
Pemelaan Paeluang Social Kepala Dinas Kesehatan
Contracting pada Program dan Pravinsi Papus Barat Diaya
13.00 - 13.45 A& Kegiatan OPD Pandukung
Pencegahan dan Pengendalian
AIDS, Tuberkulosis, dan Mataria
(ATM] dan tanya jawab.
Implementas: Swakelala Tipe 1l dan Kepala UKPB. Provinsi
I\: Persyaratan, Tahapan, dan Papua barat Daya
13A8=130 e Dokumen Pelaksanaan pada
Famanntah Dasrah
Penguatan Tata Kelola, Inspekiur Provinsi Papua
Akuntabifitas, dan Mitigasi Risiko Barat Dava
14.30-15.15 45 dalam Felaksanaan Social d
Contracting Program ATM
i Diskusi Kabfota Tim RS5H Provinsi
15,15 -16.30 45 ] RTL
v Fenutupan




